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ABSTRAK

Selama ini agama dan hukum Adat di Indonesia seringkali berlawanan
pemikiran. Hukum Islam berpegang al-Qur’an dan al-Hadis, sedangkan
hukum Adat berpegangan morma sosial, jelas ini memunculkan perbedaan
pemahaman. Tidak sedikit produk Adat belawanan dengan hukum Islam,
seperti upacara larung sesaji, jathilan, dan sejenisnya, Termasuk di sini adalah
bay al-wafa, dalam hukum Adat dikenal jual gadai. Menariknya adalah bay
al-wafa merupakan suatu bentuk jual beli yang terdiri dari rangkaian beberapa
akad: al-bay, ar-rahnu, ijarah, jelas banget ada unsur riba disitu. satu sisi ada
seruan menjauhi riba, di sisi lain dituntut Adaptasi dan menghormati Tradisi
yang sudah berjalan di Masyarakat. Karena hal itu sudah berkembang di
Masyarakat dan termasuk bagian dari kearifan budaya lokal. Problematika
semacam itu sering kali melingkupi kehidupan yang menuntut untuk
diselesaikan tanpa menimbulkan gesekan ditengah-tengah mereka.

Dalam Istilah Ushul Fighnya perbedaan tersebut di atas merupakan al-
Ikhtilaf fi Fahmi an-Nash wa Tafsirihi yaitu perbedaan dalam pemahaman
dalil. Langkah pertama dipilah-pilah bentuk kebiasaan (al- ‘Urfu) yang terjadi
merupakan bentuk kebiasaan yang memang betul-betul belaku sejak dahulu
kala di tengah-tengah Masyarakat, apabila sudah diketahui, langkah
selanjunya Adat (al- ‘Urfu) tersebut di timbang apabila Adat (al- ‘Urfi) yang
berlaku tersebut berlawanan dengan al-Qur'an dan Hadis maka ditinggalkan,
sebaliknya apabila tidak berlawanan dengan al-Qur’an dan Hadis maka tidak
apa-apa dipakai. Menurut pandangan mazhab Hanafi Adat (al- ‘Urfir) itu
dibagi dua (2): al- ‘Urfu al-Shahih, al- ‘Urfu al-Fasid. Apabila Adat tersebut
tidak berlawanan deng al-Qur’an dan Hadis maka dinamakan al- ‘Urfu ash-
Shahih. Apabila Adat tersebut berlawanan dengan al-Qur’an dan Hadis maka
dinamakan al- ‘Urfu al-Fasid. Al-‘Urfu ash-Shahih sendiri juga terbagi



menjadi dua (2): al- ‘Urfu al-‘Amm dan al- ‘Urfu al-Khas. Al-‘Urfu al-‘Amm
adalah Adat kebiasaan yang belaku umum di seluruh Masyarakat, seperti:
mandi di kolam, mencuci tangan dengan sabun, dan penumpang angkutan
umum bercampur dengan laki-laki dan perempuan. Al- ‘Urfu al-Khas adalah
Adat kebiasaan yang berlaku dan dikenal hanya di suatu tempat atau
Masyarakat tertentu dan tidak berlaku di tempat lain. Selanjutnya ditinjau dari
bentuknya al- ‘Urfu dibagi dua (2): al- ‘Urfu al-Qawliyyah dan al- ‘Urfu al-
Fi’liyyah.

Ketika diketahui dasar al- ‘Urfu yang berlaku di tengah Masyarakat
tersebut, baru bisa disimpulkan antara jual gadai dan bay al-wafa tidak ada
perbedaan secara prinsipil, hanya saja dalam praktek masing-masing ada
sedikit perbedaan yaitu pada kejelasan jatuh tempo batas akhir pembayaran.
Kalau dalam Islam demi menghindarkan dari riba maka harus ada kejelasan

batas akhir waktu bayar, sedangkan dalam hukum Adat tidak mengenal riba.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam
tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah
pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-
Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan pada Surat
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor 05936/U/1987. Secara garis

besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
!
< Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ b be
& Ta’ t te
z Sa’ es (dengan titik diatas)
d Jim $ je
d Ha&’ j ha (dengan titik di bawah)
4 Kha’ h ka dan ha
3 Dal de
J zal kh zet (dengan titik di atas)
J R&’ d er
o Zai’ zet
o Sin z es
ol Syin r es dan ye
ul Sad z es (dengan titik di bawah)




Déad S
b Ta sy
%) 7a’ $
i ‘Ain d
£ Gain t
o Fa’ z
it Qaf ‘
d Kaf g
Jd Lam f
p Mim q
O Nan k
3 Wawi 4
® H& ‘m
s Hamzah ‘n
¢ Y&’ w
h
o

de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka

3

el

3

em
‘en
w
ha

apostrof

ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

Badaia ditulis

3ic ditulis

Muta’addidah
‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h

LULEN ditulis

hikmah




-

LR

ditulis

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis h

sl ¥lda) S

Ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammah ditulis t atau h.

kil Bl Ditulis Zakah al Fitri
Vokal Pendek
o fathah ditulis a
B kasrah ditulis i

’ dammah ditulis u

Vokal Panjang



Fathah + alif ditulis a
Alals ditulis jahiliyah
Fathah + ya’ mati ditulis a
(o ditulis tansa
Kasrah + ya’ mati ditulis 1
s ditulis karim
Dammah + wawu mati ditulis a
oA Ditulis furdd
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya mati ditulis ai
ASi ditulis bainakum
Fathah + wawu mati ditulis au
Jss ditulis qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan

Apostrof
‘aﬁii ditulis a’antum
& e ditulis ‘u’iddat




ad S il ditulis la’in syakartum

Kata sandang Alif + Lam
Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf Jnamun,
dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyah.
1. Bila diikuti huruf Qomariyah
Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya.

Ditulis
O AY Ditulis al-Qur’an
o LA

al-Qiyas

2. Biladiikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el)

nya.
s lacall ditulis as-Sama’
gwAll ditulis
asy-Syams
Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
w2 Al g3 ditulis Zawi al-furtid

aaud dai

ditulis Ahl as-Sunnah




Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama
diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf
kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

OlAll a8 J 53 Al o Laas ) el Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-
Qur’an

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat
dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: hadis, salat,
zakat, lafaz, dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh
Jinayah, dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari
negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab,
misalnya Toko Hidayah, Mizan, Hidayah, Taufig, dan sebagainya



KATA PENGANTAR
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbandingan mazhab adalah ilmu pengetahuan yang
membahas pendapat-pendapat fuqaha’ beserta dalil-dalilnya
mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati, maupun yang
diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing
yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan
mujtahid untuk menemukan pendapat yang paling kuwat dalilnya.
Objeknya adalah membandingkan, baik permasalahannya
maupun dalil-dalilnya. Ruang lingkup pembahasannya ada 3
macam; hukum-hukum amaliyah, dalil-dalil yang dijadikan dasar
mujtahid, hukum-hukum yang diakui negara, baik hukum
nasional/positif, maupun hukum internsional. Tujuannya adalah
untuk mengethui pendapat-pendapat para mujtahid terhadap
masalah yang diperselisihkan, untuk mengetahui dasar-dasar dan
kaidah-kaidah yang digunakan oleh masing-masing mazhab,

memperhatikan landasan berfikir mazhab.



Hukum amaliyah merupakan kajian hukum yang menitik
beratkan pada perbuatan kita sehari-hari, maksudnya mengatur
bagaimana tata cara beribadah serta menunaikan segala
kewajibannya sebagai mahluk individu dan sosial. Hukum
amaliyah terbagi menjadi dua: ibadah, muamalah. Ibadah
merupakan hukum syariat yang mengatur hubungan manusia
dengan Tuhan, muamalah merupakan hukum yang mengatur
hubungan antar sesama manusia dan hak kebendaan. Akad atau
perikatan/ perjanjian merupakan salah satu objek pembahasan
kajian figh, khusunya muamalah. Akad jual jual beli sangat
banyak bentuknya dan sudah diterapkan sebagai produk di
perbankan syari’ah, seperti murabahah, salam, dan sejenisnya. Di
samping jual beli tersebut ada satu bentuk jual beli yang pernah
ada dan muncul pada pertengahan abad V hijriyah yang dikenal

dengan istilah bay’ al-wafa’.

Bay al-wafa’ adalah jual beli yang dilakukan oleh dua
belah pihak dengan disertai syarat atau perjanjian bahwa barang

yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang



waktu yang disepakati telah tibal. Praktek jual beli ini dapat
dijumpai di masyarakat hukum adat Indonesia yang sebagaimana
pola yang sama dengan bay al wafa’ tersebut adalah jual gadai.
Jual gadai adalah penyerahan tanah dengan pembayaran kontan
disertai ketentuan bahwa yang menyerahkan tanah mempunyai
hak mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran yang sama
jumlahnya. Jual gadai ini sudah banyak terjadi di Indonesia yang
notabennya muslim dengan sebutan berbeda-beda: menggadai
(Minangkabau), adol sende (jawa), ngajual akad atau ngajual

gade (sunda), menjual gadai (riau dan jambi)>?.

Jual beli seperti ini diciptakan masyarakat dan disetujui
oleh Mazhab Hanafi. Disini tidak membahas hukum adat secara
lokal, sebaliknya yang jadi pokok pembahasan disini adalah
perbandingan sistem hukumnya. Karena disini ada suatu yang
menarik untuk dibahas yaitu bay al-wafa’ atau jual gadai sama-

sama diterima baik dalam Hukum Islam yang disitu pemikirannya

Ibnu ‘abidin, Hasyiyyah Radd al-Muhtar, (Mesir: Mustafa al-Babiy
al-Halabiy, 1966), jilid: V, him: 277

2 Soerojo Wignjodipoero, S.H, Pengantar dan Asas-Asas Hukum
Adat, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), him. 207



diwakili Mazhab Hanafi maupun Hukum Adat. Padahal
sepanjang yang diketahui antara Hukum Islam banyak menolak
produk Hukum Adat, seperti: Upacara larung Sesaji, Jathilan, dan
sejenisnya. Di samping itu pula ada sebagian kecil produk
Hukum Adat ada diterima dalam Hukum Islam, diantaranya:
Harta Gono gini perkawinan, Agigah, dan sejenisnya. Penerimaan
jual gadai bagian dari produk hukum adat tersebut sudah berlaku

di masyarakat.

Sebagaimana hukum Adat itu bersumber dari norma
kesusilaan, sedangkan hukum agama itu bersumber dari Kitab
suci al-Qur’an dan hadis, walaupun berbeda sumber hukumnya
akan tetapi dalam bay al-wafa itu keduanya bisa berjalan bertemu
dan berjalan bersama serta di amini para pemeluknya. Hal ini
menarik untuk dikaji dan dibicarakan dalam pembahasan
dibawah ini. Untuk lebih memudahkan pemahaman pembahasan
selanjutnya terkadang menggunakan istilah bay al-wafa juga
terkadang menggunakan istilah jual gadai, akan tetapi kalau
menggunakan istilah jual gadai kedengarannya lebih meng-

indonesia.



B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang

dapat disajikan dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum bay al-wafa’ menurut
Mazhab Hanafi dan Hukum Adat?
2. Apa persamaan dan perbedaan bay al-wafa’ dalam
Mazhab Hanafi dan Hukum Adat?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:
1. Untuk menjelaskan hukum bay al-wafa’ menurut
Mazhab Hanafi dan Hukum Adat.
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan bay al-wafa’
dalam Mazhab Hanafi dan Hukum Adat.

A. Manfaat Teoretis

Diharapkan  Penelitian ini  dapat memberikan
sumbangan pemikiran terhadap dinamika hukum jual beli

dengan sitem bay al-wafa’, serta bisa menjadi wahana



pengetahuan referensi bagi Penelitian selanjutnya dalam

hukum.

B. Manfaat Praktis
Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan
hukum yang berguna, dapat dijadikan dasar dalam praktek
jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Adat

Indonesia.

D. Telaah pustaka

Penelitian dalam bentuk Skripsi ini sebenarnya sudah
pernah dilakukan oleh Nur Faizah dengan judul “Analisis
Kedudukan Bay al-Wafa’ Dalam Persepektif Figh Muamalah™3.
Dalam Skripsi tersebut menjelaskan hukum bay al-wafa’ dari
empat Mazhab beserta dalilnya, ditutup dengan kesimpulan bay
al-wafa’ itu tidak diperbolehkan dengan beberapa alasan: pertama
dalil hukumnya lemah, adanya ketidakseimbangan hak dari dua

belah pihak, adanya unsur riba didalamnya.

3 Nur Faizah, Analisis Kedudukan Bay al-Wafa dalam Persepektif
Figh Muamalah, (Skripsi UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018)



Berikutnya Penelitan dalam bentuk Skripsi juga pernah
dilakukan oleh Arief Aulia Rahman dengan judul “Komparasi
Antara Sistem Operasoanl Gadai Konvensioanal Dan Gadai
Syari’ah: Studi Pada Penggadaian Cabang Gajayan Jogjakarta
Dan Penggadaian Syariah Cabang Kusuma Negara Yogyakarta™.
Dalam  Skripsi tersebut menjelaskan bahwa mekanisme
operasioanal yang digunakan oleh Penggadaian Syariah Cabang
Kusuma Negara Jogjakarta sebagai Penggadaian Syariah belum
benar-benar dilakukan secara Syar’i karena masih terdapat unsur

riba dalam pelaksanaanya.

Berikutnya Penelitian dalam bentuk Skripsi juga pernah
dilakukan oleh Desi Septiana dengan judul “ Pelaksanaan
Perjanjian Gadai Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat (Studi di
Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten

Lampung Tengah)®. Dalam Skripsi tersebut dijelaskan beberapa

4 Arief Aulia Rahman, Komparasi antara Sistem Operasional Gadai
Konvensional dan Gadai Syari’ah: Studi pada Penggadaian Cabang Gajayan
Jogjakarta dan Penggadaian Syari’ah Cabang Kusuma Negara Yogyakarta,
(Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005)

> Desi Septiana, Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian menurut
Hukum Adat (Studi di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung
Kabupaten Lampung Tengah), (Skripsi Universitas Lampung, 2016)



teori hukum jual gadai menurut para ahli hukum adat, selanjutnya
ditutup dengan beberapa kesimpulan diantaranya: alasan yang
mempengaruhi masyarakat melakukan gadai tanah pertanian,
adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan
gadai, wanprestasi lebih banyak dilakukan oleh pemberi gadai

daripada penerima gadai.

Dari penelusuran Pustaka dapat diketahui bahwa
penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
Penulis, sebab penelitian ini menekankan pada perbandingan
praktek bay al-wafa dan jual gadai. Dari situ akhirnya dapat
diketahi hukum masing-masing, persamaan dan perbedaan
praktek keduanya. Harapannya agar penelitian ini bisa menjadi
rujukan data untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang

Sama.

E. Kerangka Teori




Adanya dalil merupakan satu syarat yang harus dipenuhi
ketika melakukan ijtihad atau istinbds hukum Islam. Dengan kata
lain, seseorang tidak dapat mengeluarkan satu hukum tertentu
tanpa adanya dalil yang dapat dipertanggung jawabkan secara
ilmiyah. Mengingat Pembuat hukum (Hakim) dalam Islam adalah
Allah yang telah menetapkan ketentuan-ketentuan syariat Islam
dalam al-Qur’an dan hadis. Dalam perkembangannya, kedua nas
ini menjadi pijakan para mujtahid untuk menyingkap dan
menemukan hukum-hukum Islam. Hal ini sejalan dengan makna
hakim itu sendiri, yaitu: pertama, bermakna pembuat, penetap,
sumber hukum, yang dalam hal ini mutlak dikuasai oleh Allah;
kedua, bermakna penemu, penjelas, pengenal, dan penyingkap
hukum, yang dalam hal ini adalah para mujtahid.® Berkaitan
dengan hal ini, para ulama telah bersepakat akan kehujahan al-
Qur’an, hadis, ijmak, dan giyas sebagai dalil atau sumber hukum

dalam pengambilan hukum Islam.” Dengan kata lain kalangan 4

& Ali Sodigin, Figh Ushul Figh: Sejarah, Metodologi, dan
Implementasinya di Indonesia, (Yogyakarta: Beranda, 2012 )him. 131-132.

" Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islamf, 11: 417.
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Mazhab dan Ulama Mazhab mengakui kehujahan empat sumber
hukum Islam yang telah disebutkan tersebut untuk menetapkan
satu hukum tertentu.

Meskipun para ulama sama-sama menyepakati kehujjahan
empat sumber hukum Islam itu, tetapi dalam praktiknya ketika
berhadapan dengan hukum Adat ada yang menerima adat
tersebut misal mazhab Hanafi dan ada yang tidak menerima adat
misal mazhab selain Hanafi.. Hukum Adat yang dibicarakan
disini adalah bay al-afa. bay al-wafa adalah jual beli barang
dengan janji apabila ada uang barang tersebut akan dibeli lagi
dengan harga yang sama®. Dan ini sudah banyak dilakukan di
sebagian masyarakat indinesia dengan sebutan jual gadai. Sampai
saat ini Masyarakat melakukannya untuk kebutuhan ekonomi
terutama luar jawa. Karena adanya tuntutan ekonomi mereka
menjual gadai ladang sawitnya untuk mendapatkan uang®.

Sebenarnya jual gadai ini sudah ada di beberapa daerah

8 Ibnu ‘Abidin, Radd al-Muhtar, (Mesir: Mushthafa al-Baby al-
Halaby, 1966), him:

® Sri Sudiarti, Bay al-Wafa’: Permasalahan dan Solusi dalam
Implementasinya, (Jurnal.Uinsu.ac.id, di akses 18-07-2019), him: 1
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diindonesia dengan istilah nama yang berbeda-bedal®. Mazhab
Hanafi memperbolehkan bay al-wafa dengan dasar hukum Urf.
Urf adalah adat atau perilaku sehari-hari yang berlaku di
masyarakat!!. Dasar diterimanya Urf sebagai pertimbangan
hukum dalam mazhab Hanafi adalah agar tidak ada gesekan
dalam dakwah islam?2,

Islam menerima Adat dengan pertimbangan Adat tersebut
tidak berbenturan dengan semboyan al-Qur’an dan al-Hadis.
Sedangkan semboyan al-Qur’an dalam jual beli adalah melarang
adanya riba sebagaimana firman Allah SWT dalam AL-Qur’an
yang berbunyi:

BT Ll a5 gl Jal

10 1bid, him: 1

1 Abu Zahrah, Ushul Figh, cet. ke-14, 2011, (Jakarta: Pustaka
Firdaus,), him: 416

2 Ibid, him: 3

13 Surat al-Bagarah, (Q.S: 2): 275
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Riba menurut Ibnu Abidin adalah adanya peningkatan suatu tanpa
adanya iwadl (ganti sebagai kompensasi)!4. Ancaman pelaku riba
adalah Neraka Huthamah?>.

Sesungguhnya pemikiran hukum Adat memperbolehkan jual
gadai karena beberapa unsur: unsur pertama tanah merupakan
harta kekayaan, unsur kedua tolong menolong dan toleransi antar
sesama’®. dikatakan tanah merupakan harta kekayaan karena
tanah adalah tempat kita berpijak untuk tinggal, dari tanah kita
bisa mengambil manfaat yang muncul dari tanah tersebut bisa
berupa buah-buahan dan ikan, dan sejenisnya. Bahkan dikatakan
tanah merupaka harta kekayaan yang paling tinggi. Sehingga
dalam keadaan tertentu tanah bisa dibuat jaminan untuk hutang
dan sejenisnyal’. Dikatakan tolong menolong dan toleransi

karena kebersamaan dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup

% Tbnu ‘Abidin, Radd al-Muhtar, (Mesir: Mushthafa al-Baby al-
Halaby, 1966 ), Juz: IV, him: 188

15 Isma’il bin ‘Umar al-Kusairi bin Katsir al-Bashri ad-Dimasqy,
Tafsir Ibnu Katsir,, ( Beirut: Dar al-Fikr, ), Juz: VIII, him: 481

16 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat,
(Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), him: 197

17 1bid, hlm: 198
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merupakan perwujudan dari masyarakat yang komunal sebagai
ciri khas masyarakat hukum Adat. Dalam hidup di tengah-tengah
Masyarakat sangat dianjurkan tolong menolong karena manusia
hidup tidak lepas dari ujian dan cobaan hidup?®,

Bay al-wafa merupakan salah satu bentuk jual beli
apabila ada uang maka barang tesebut akan dibeli lagi dengan
harga yang sama, sedangkan selama pemilik tanah belum bisa
melunasinya maka selama itu juga tanah berada di tangan
kekeuasaan pemberi pinjaman. Sebagai imbal jasa telah ditolong
diberikan pinjaman maka pemberi pinjaman merelakan tanahnya
digarap pemodal'®. Memang dalam masyarakat hukum adat
dikenal imbal jasa sebagai perwujudan hidup bergototng royong.
Imbal jasa adalah suatu bentuk rasa terima kasih Kkita telah

ditolong orang?°. Bentuk contoh imbal jasa tersebut pada

8 Bewa Ragawino, S.H, M.SI, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat
Indonesia, (Pustaka Unpad.ac.id, di akses 18-07-2019), him: 87

19 Gri Sudiarti, Bay al-Wafa: Permasalahan dan Solusi dalam
Implementasinya, (Jurnal Uinsu.ac. id, di ankses 18-07-2019), him: 182

20 Muchlis Marwan, S.H, Andri Astuti Prastowo, A.H, Pengantar
Hukum Adat, (Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990),
him: 69-70
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sebagian Masyarakat masih berjalan dan tetap dilestarikan, hal itu
bisa terlihat ketika pada saat pemugaran rumah dilakukan dengan
banyak orang dengan imbal jasanya mereka akan bergantian
menbantu gotong royong pada Masyarakat yang lain ketika
mereka membangun rumah berikutnya. Dan imbal jasa ini tidak
bisa disepelekan dalam hidup bermasyarakat, karena sanksi yang
didapatkan adalah nyata mereka kan dikucilkan di tengah-tengah
kehidupan ber-Masyarakat?!. Sanksi ini akan berlanjut sampai
anak cucu mereka. Itulah sisi kelemahan hukum adat.

Menurut Mushtafa Sa’id al-Khin sebagaimana disebutkan
oleh Wawan Gunawan Abdul Wahid, perbedaan dalam
pemahaman dalil (ikhtilaf fi Fahmi an-Nash wa Tafsirihi) ini
pada gilirannya menyebabkan perbedaan atau keragaman produk
hukum (fikih) yang dihasilkan dari ijtihad masing-masing
ulama.?? Dengan kata lain, meskipun para pakar hukum

membidik satu masalah yang sama, tetapi karena terdapat

2| made Adi Seraya, SH, M.H, Hukum Adat,
(https://www.baliadvocate.com, di akses pada 18-07-2019)

22 H. Wawan Gunawan, dkk., Studi Perbandingan Madzhab,
(Yogyakarta: PokJa, 2015)him. 27.


https://www.baliadvocate.com/
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perbedaan dalam penggunaan dalil, maka ketentuan hukum
masalah tersebut bisa berbeda satu sama lain.

Perbedaan penggunaan dalil terjadi antara hukum Islam
dengan hukum Adat ketika menetapkan hukum bay al-wafa atau
yang lebih dikenal di Indonesia dengan jual gadai. mazhab Hanafi
Asia Kecil memperbolehkan jual gadai, walaupun mayoritas
ulama mazhab Hanafi lainnya tidak sepakat tentang bay al-wafa
karena terdapat tiga (3) akad jadi satu (1) dalam transaksi yaitu:
akad al-Bay’ (jual beli), ar-Rahnu (perjanjian gadai yang
bertumpu pada batas waktu pengembalian barang), ljarah (sewa
menyewa yang bertumpu pada pengambilan manfaat). Hanya saja
dikarenakan darurat keadaan himpitan ekonomi serta keengganan
para pemodal untuk meminjamkan sebagian modalnya kepada
orang yang membutuhkan para ulama mazhab Hanafi Asia kecil
membuat akad bay al-wafa ini sebagai trobosan baru dalam
menyelamatkan mereka dari merajalelanya praktek riba, dengan

tetap berpegang pada dasar al-Qur’an dan al-Hadis 23.

23 Eka Nuraini Rahmawati, Abd Mumin bin Abd Ghoni, Akad Jual
Beli dalam Persepektif Figh dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia,
(ejurnal.radenintan.ac.id, diakses 18-07-2019), him:789
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Bay al-wafa ini tergantung pada kerelaan pemilik tanah
dengan konsekuesi hukum selama belum bisa melunasi atau
mengembalikan pinjaman maka selama itu pula tanah berada
ditangan pemberi pinjaman untuk diambil hasilnya. karena
hakikat dari jual beli adalah ridla (saling menerima), di mana jual
beli tersebut dianggap sah apabila terjadinya keridlaan diantara
penjual dan pembeli. Penjual memberi barang yang dia jual dan
pembeli menerima barang tersebut seraya memberi alat tukar atau
uang kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati?*.
Dalil tentang adanya ke-ridla-an (kerelaan) menurut mazhab
Hanafi dapat dipahami dari ayat al-Qur’an yang berbunyi:

254Y1 | aSia il i e 3 lad 0583 O Y
Ayat tersebut mensyaratkan adanya ridla dalam jual beli, di mana
antara penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli harus
dengan adanya ridla saling (menerim antara keduanya). Di

ibaratkan dalam Bay al-Wafa si empunya tanah adalah penjualnya

24 Sri Sudiarti, Bay al-Wafa: Permasalahan dan Solusi dalam
Implementasinya, (jurnal.uinsu.ac.id akses 18-07-2019), him: 178

%5 Surat an-Nisa’, (Q.S: 4): 29
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dan si pemberi pinjaman uang adalah pembelinya. Oleh karena
ayat tersebut mewajibkan adanya ke-ridla-an penjual dan pembeli
ketika melakukan transaksi jual beli. Dengan demikian, ridla
mutlak diwajibkan adanya dalam bay al-wafa ataupun jual beli
yang lain.

Kalangan mazhab Hanafi selain menggunakan dalil al-
Qur’an juga menggunakan dalil ‘urf dalam memandangan
kebolehan bay al-wafa’. Menurut mereka, setiap jual beli yang
berlaku dan dianggap sah oleh masyarakat, maka jual beli
tersebut sah karena telah menjadi kebiasaan (‘urf) masyarakat dan
dapat dijadikan sebagai sumber hukum syariat.?® Hal ini karena
keberadaan ‘urf diakui oleh para ulama usdl sebagai hujah atau
dalil dalam menetapkan satu hukum tertentu, sebagaimana dalil
kehujjahan Urf yang tercantum dalam al-Qur’an yang berbunyi:

27391 | Gy ol
Serta kaidah fighiyyah berupa:

28_:\.05;.4 MQJA'J\ paladl

2% Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Mu’ amalah: Sistem
Transaksi dalam Figh Islam, (Jakarta: Amzah, 2015)him. 36.

27 Surat al-A’raf (Q.S: 7): 99
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Di samping kaidah fighiyah tersebut juga dikuwatkan dengan
Hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Ibnu Hanbal dari Shahabat
Ibnu Mas’ud dalam Musnadnya yang berbunnyi:
2980l | Cpen &) 2ind Ui () s gl 51 ) e
Namun demikian, menurut Abdul Wahab Khallaf,
sebagaimana dikutip Toha Andiko, ‘urfsecara garis besar terbagi
menjadi dua kelompok, yaitu: ‘urf sahih (segala sesuatu yang
sudah dikenal umat manusia dan tidak bertentangan dengan
syariat Islam) dan ‘urf fasid (adat kebiasaan masyarakat yang
bertentangan dengan syariat Islam, baik karena menghalalkan
yang haram maupun mengharamkan yang halal). Urf sahih
dibagi menjadi dua macam, yaitu: pertama, ‘urf ‘amm (Uumum)
yang telah berlaku secara umum di seluruh masyarakat, seperti
mandi di kolam, mencuci tangan dengan sabun, dan penumpang

angkutan umum bercampur dengan laki-laki dan perempuan.

28 Toha Andiko, Ilmu Qawa’id Fighiyyah: Panduan Praktis dalam
Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer, cet. ke-1, (Yogyakarta:
Teras, 2011), him. 137.

2 Abu Abdillah al-Hakim an-Naisaburi, al-Mustadrak ‘Ala ash-
Shahihain, (Beirut: Dar Kutub al-llmiyah, 1411 H/1990), Juz: 111, him. 83
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Kedua, ‘urfkhas (khusus), yaitu ‘urf yang berlaku dan dikenal di
suatu tempat atau masyarakat tertentu dan tidak berlaku di tempat
lain. Sementara ditinjau dari bentuknya, ‘urf dibagi menjadi dua,
yaitu: ‘urf gawliyyah (kebiasaan yang berupa perkataan) dan ‘urf
fi’liyvah (kebiasaan yang berupa perbuatan).

Kalangan mazhab Hanafi menganggap bay al-wafa’
sebagai ‘urf sahih yang tidak bertentangan dengan syariat Islam,
sehingga dapat diberlakukan sebagai hukum Islam itu sendiri.
Bahkan dapat dianggap sebagai ‘urf sahih dalam kategori ‘urf
‘amm (umum). Mengingat keberadaannya dapat ditemui di
berbagai daerah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selain
itu, bay al-wafa termasuk jenis kebiasaan masyarakat yang berupa
perbuatan (‘urf fi'liyyah), di mana banyak masyarakat biasa
meakukannya.®*

Sesungguhnya pandangan hukum adat dibolehkannya jual
gadai, menurut mereka uang adalah salah satu upaya pemenuhan

hidup. Salah satu jalan mendapatkan uang adalah dengan men-

30 1hid., him. 147-149.

31 1bid., him. 149.



20

jual gadai-kan tanah. Jual gadai tanah biasa dilakukan baik lewat
lesan secara langsung, disaksikan lurah, ataupun sejenisnya.
Ketika barang diserahkan secara tidak langsung keduanya terikat
suatu perjanjian yang harus disepakati. Dalam jual gadai menurut
hukum adat tidak ada ketegasan batas waktunya. Hal ini tidak
menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak. Karena
hukum adat berangkatnya dari tolong menolong dan toleransi.
Dari situ dapat diketahui faktor terjadinya bay al-wafa ada
dua yaitu: faktor ekonomi dan dan akulturasi budaya. Dari faktor
ekonomi memaksa masyarakat kepada darurat, sedangkan dari
akulturasi budaya menghasilkan transaksi bay al-wafa yang

dikenal di Indonesia dengan sebutan jual gadai.

Konsep Bay al-Wafa Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat

Indonesia

Devinisi bay al-wafa’ menurut salah satu Mazhab
Hanafiah adalah menjual belikan barang dengan perjanjian

setelah beberapa waktu akan dibeli kembali dengan harga yang
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sama®. Dalam Ensklopedi Hukum Islam disebutkan bay al-wafa’
adalah jual beli dengan tenggang waktu tertentu akan dibeli
lagi®®. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa bay al-wafa’ adalah
orang yang memerlukan uang menjual suatu barang (tidak
bergerak) dengan janji apabila pembayaran telah (dibayar
kembali) maka barang itu akan dikembalikan lagi*. Dengan kata
lain yang dimaksud dengan bay al-wafa’ adalah jual beli dengan
disertai syarat (janji) bahwa barang yang dijual tersebut harus
diserahkan pembeli sehingga dapat dimiliki oleh penjual apabila
penjual telah mengembalikan harga (uang) kepada pembeli pada
saat ditentukan telah jatuh tempo. Artinya jual beli ini
mempunyai Syarat tenggang waktu yang berbatas, misalnya satu
tahun, apabila waktu satu tahun telah habis maka penjual dapat
membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut kepada

pembeli.

32 Tbnu ‘abidin, Hasyiyyah Radd al-Muhtar, (Mesir: Mustafa al-Babiy
al-Halabiy, 1966), jilid: V, him: 277

33 Abdul Aziz Dahlan, Ensklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar
Baru Van Hoeve, tt), him: 176

34 Sayyid Sabig, al-Figh as-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), juz:
111, him: 151
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Hukum bay al-wafa’ menurut Abu Zahrah Tokoh Figh
dari Mesir mengatakan bahwa akad ini muncul pada pertengahan
Abad ke-5 Hijriah di tengah Masyarakat Bukhara dan Bulkh, hal
tersebut disebabkan karena banyak pihak yang tidak ingin
meminjamkan uangnya karena mereka merasa tidak mendapatkan
keuntungan apapun®. Hal tersebut juga membuat pihak yang
kekurangan atau yang membutuhkan kesulitan untuk mendapat
pinjamannya. Karena keadaan tersebut mazhab Hanafi Asia kecil
membuat akad ini untuk dapat membantu pihak yang
memerlukan dan juga dapat memberikan atau memenubhi
keinginan pihak si kaya untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan
Imam Najmuddin an-Nasafi salah satu Ulama terkemuka Mazhab
Hanafi di Bukhara mengatakan: “para asy-Syekh kami (Hanafi)
membolehkan jual beli ini sebagai jalan keluar untuk

terhindarkan dari praktek riba dalam Masyarakat>°,

35 Abdul Aziz Dahlan, Ensklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar
Baru Van Hoeve, tt), him: 178

36 Mardani, Figh Ekonomi Syari’ah: Figh Muamalah, (Jakarta:
Kencana, 2013), him: 180
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Dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan terhadap
kebolehan bay al-wafa’ adalah dalil-dalil yang dijadikan sebagai
landasan jual beli juga. Oleh sebab itu dalilnya adalah

berdasarkan QS: al-Bagarah (2):275 yang berbunyi:
TANT Ll asa g ) il sl
Artinya: dan Allah SWT meng-halal-kan jual beli dan
meng-haram-kan riba.

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari
Shahabat Sa’id al-Khuzri yang artinya jual beli sah itu hanya

didasari oleh asas saling rela:
Bal 5 e wll Ly

Devinisi al-Bay menurut Ulama Hanafiyah menyebutkan

adanya saling ridla (bi at-Taradli) antara pnjual dan pembeli

37 Surat al-Bagarah, (Q.S: 2): 275

%8 Muhammad Nashiruddin Albani, Ringkasan Shohih Ibnu Majjah,
(Alih Bahasa: Ahmad Taufig Abduhana, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid
1: 313
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dalam Kitab Radd al-Muhtar ‘Ala Durr al-Muhtar: Syarh Tanwir

al-Abshar Li Hidmah al-Muhaqqigin sebagai berikut®®:

(ol il JLalls Jlal) Allae il diiall 4 e

Mazhab Hanafi memberitahukan bahwa jual beli adalah:
penyerahan barang dengan jenis barang lain dibarengi adanya

unsur saling ridla.

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi
rukun dalam bay al-wafa’ ini sama dengan rukun dalam jual beli
pada umunya, yaitu ijab (pernyataan dari penjual) dan gabul
(pernyataan dari pembeli), sehingga dengan adanya ijab dan
gabul maka telah muncul adanya unsur kerelaan (rela) antara
kedua pihak yang ber-akad. Dalam hal jual beli menurut Ulama
Hanafiyah yang menjadi rukun hanya ijab dan gabul. Sedangkan
pihak yang ber-akad (penjual dan pembeli), objek, dan harga
termasuk kedalam syarat-syarat jual beli. Penambahan syarat
dalam bay al-wafa’ hanya dari segi penegasan bahwa barang

yang telah dijual pada akad saat telah sampai tenggang waktu

%9 Ibnu ‘Abidin, Hasyiyyah Radd al-Muhtar, (Mesir: Musthafa al-
Babiy al-Halaby, 1966), juz VII, him. 3
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yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama
dengan harga awal akad tanpa memindah tangankan kepada pihak
lain. Penegasan tenggang waktunya misalnya satu tahun, dua

tahun, atau lebih®.

Pandangan Mazhab Hanafi bay al-wafa’ dianggap jual
beli yang sah, karena dibutuhkan. Kebutuhan kadang bisa
menempati kedudukan (sama hukumnya dengan) kondisi
darurat*’. Konsekuensinya bay al-wafa’ ini mengandung sisi
positif atau keuntungan dan sisi negative atau kelemahan, Sisi
positifnya pihak penjual menerima apa yang dibutuhhkannya,sisi
negatifnya pihak penjual harus merelakan apapun yang terjadi
setelah barang berada di kekuasaan pembeli. Maksudnya pembeli
bisa memanfaatkan se-maksimal mungkin barang tersebut tanpa
me-mindah tangan-kan kepemilikan pada pihak lain*>. Barang

bay al-wafa’ sejatinya adalah gadai dengan jalan pembelian

40 Abdullah al-Mushlih Shalah ash-Shawi, Figh Ekonomi Islam,
(Jakarta: Darul Hag, 2013), him: 182.

41 Dr. H. Abd. Rahman Dahlan. M.A, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah,
2010), him: 202

42 Ibnu Abidin,Hasyiyyah Radd al-Muhtar, (Mesir: Mushtafa al-
Babiy al-Halabiy, 1966), jilid: V, him: 277
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karena melihat Sighot-nya yang jelas jual beli**. Bentuk Shighot
bay al-wafa’ misalnya: saya jual barang ini dengan syarat setelah
tiga bulan akan dibeli lagi dengan harga semula. Intinya penjual
hanya memperjual belikan ke-manfaat-an barang tanpa menjual
hak ke-pemilik-an barang. Manfaat barang milik pembeli
sedangkan hak kepemilikan masih dimiliki penjual. Dalam bay
al-wafa’ biaya pemeliharan barang itu dibebankan kepada
pembeli karena selama masa tenggang barang tersebut berada
pada dalam kekuasaan pembeli ototmatis tanggung jawab akan

barang berada di tangan pembeli**.

Bay al-wafa’ dianggap selesai dan lunas apabila penjual
sudah mengembalikan sejumlah uang kepada pembeli seharga
barang yang telah disepakati pada awal akad. Baik pemilik uang
maupun penjual berhak untuk membatalkan dan meneruskan bay
al-wafa’ pada awal akad, karena masing-masing kedua belah

pihak baik penjual maupun pembeli diberikan hak khiyar sama.

43 1bid, him:278

4 Mardani, Figh Ekonomi Syari’ah: Figh Muamalah, (Jakarta:
Kencana, 2013), him: 182-183
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Hak khiyar adalah kebebasan memilih meneruskan akad maupun

membatalkannya.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Hukum Adat
adalah kompleks Adat-Adat yang tidak dikitabkan (tidak
dikodifikasikan) bersifat paksaan (mempunyi akibat hukum)®.
Dari devinisi ini bisa diambil kesimpulan Hukum Adat adalah
seperangkat aturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan
berkembang didalam Masyarakat yang hanya di taati oeh
Masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan pengertian jual gadai
menurut Soejono Soekanto adalah suatu perbuatan pemindahan
hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang
dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak yang melakukan
pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah
tersebut®®. Dari devinisi tersebut bisa disimpulkan bahwa jual

gadai adalah penyerahan sebidang tanah oleh pemilik kepada

45 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawai
Press, 2002), him: 22
% |bid,32
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pihak lain dengan membayar uang kepada pemilik tanah dengan
perjanjian bahwa tanah tersebut akan dikembalikan kepada
pemiliknya apabila pemilik mengembalikan uang Yyang
diterimanya kepada orang yang memegang tanah tersebut. Terang
yang dimaksud disini adalah dilakukan didepan ketua suku serta
disaksikan oleh sejumlah orang, sedangkan tunai yang dimasud

adalah barang yang dijual belikan harus kontan®’.

Dasar hukum sahnya jual gadai menurut Hukum Adat
adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terhadap Hak
Ulayat, yaitu UU no 5 tahun 1960 (LN 1960 no 104) mengakui
berlakunya Hukum Adat mengenai tanah sebagaimana
dicantumkan dalam pasal 5 UUPA yang berbunyi : Hukum
Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah
Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
Nasional dan Negara, dan berdasarkan atas persatuan Bangsa, dan
Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang

tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan-

47 Muchlis Marwan, S.H, Andri Astuti, (Surakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990), him: 80
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peraturan lainnya. Serta Yurispudensi MA tanggal 19 Nopember

1985 Nomor 347 k/sip/58.

Bahwasannya perjanjian jual beli bentuk apapun dalam
Masyarakat Hukum Adat akan selalu ber-titik tolak pada dasar
kejiwaan, kekeluargaan serta tolong menolong yang selaras
dengan prilaku dan ke-pribadi-an Masyarakat Indonesia yang
senantiasa mengutamakan kerja sama, gotong royong, dan
kepedulian terhadap sesama®®. Maksudnya kejiwaan disitu adalah
adanya kebutuhan hidup, kekeluargaan yang dimaksud adalah
toleransi tanpa ada unsur tekanan atau paksaan, tolong menolong
yang dimaksudkan adalah jual gadai dijadikan media tolong
menolong antar sesama dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
Menurut Hukum Adat proses jual gadai harus dilakukan di depan
Penghulu Adat serta disaksikan oleh beberapa saksi. Inilah yang

dimaksudkan dengan kata jelas dalam Hukum adat terkait dengan

“8 |bid, hIm; 69

4 Paripurna P Sugarda, Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak
Nasional Indonesia, (http;//jurnal.ac.id, akses 30-07-2019)
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jual gadai®®. Obyek jual gadai dalam Hukum Adat pada dasarnya
adalah benda yang tidak bergerak dan sejenisnya seperti: kolam

ikan, rumah beserta pekarangan, pohon beserta kebunnya®..

Pembebanan hak jaminan dalam jual gadai itu diberikan
kepada penjual karena pihak yang menguasai barang tersebut.
Barang yang menjadi obyek jual gadai terbatas hanya pada
pemanfaatan barang tanpa diperbolehkan di-pindah tangan-kan
kepemilikan pada orang lain. Sebenarnya jual gadai merupakan
sistem jual beli yang sudah berkembang di Inonesia, di beberapa
Daerah mengenalnya dengan Istilah yang berbeda-beda, di
Minangkabau disebut Menggadai, di jawa disebut Adol Sende, di
Sunda disebut Ngajual Akad atau Ngajual Gade, di Riau dan

Jambi disebut Menjual Gade®2.

%0 Soeroyo Wignyodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat,
(Jakarta: PT Gunung Agung), him; 207

51 1bid, him: 208

2 1bid, him: 207
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Pembahasan bay al-wafa’ atau jual gadai baik Mazhab
Hanafi maupun hukum Adat tersebut ada beberapa kesamaan dan
perbedaannya. diantara persamaannya adalah: keduanya sama-
sama mengakui hal itu merupakan salah satu bentuk jual beli
bersyarat, hak pemanfatan barang milik pembeli, sistem
pembayarannya harus kontan, ada istilah tebusan (pembelian
kembali), kesamaan obyek (sama-sama mengakui obyeknya pada
benda yang tidak bergerak), obyeknya harus manfaat, biaya
pemeliharaan dibebankan pada pemebli. Sedangkan sisi
perbedaannya meliputi tiga hal diantaranya: bahasa akad, batas
waktu tebusan, rukun akad saja. Dilihat dari sisi persamaan dan
perbedaanya, secara esensial kedua sumber hukum baik dari
Mazhab Hanafi maupun Hukum Adat tersebut itu ada kesamaan
yang membedakannya hanya proseduralnya saja. Walaupun
masing-masing Mazhab Hanafi dan Hukum Adat sumber rujukan
hukumnya berbeda, akan tetapi perbedaanya hanya terletak pada
prosedur prakteknya saja. Sedangkan esensinya sama, Yaitu
sama-sama mengandung kebaikan, meminjam ungkapan beliau

asy-Syekh ‘Izz al- Din ibnu ‘Abd al-Salam dari nukilan Hadis
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yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah RA yang

berbunyi:
(el Anend) diall il ) cpall ol ey ol

53«"_\..@;}‘

Artinya: “Agama itu mudah, agama yang di cintai Allah SWT

adalah agama yang benar dan toleran”.

E. Metode Penelitian
Dalam Penelitian ini digunakan Metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini berupa Library Reseach vyaitu
Penelitian Kepustakaan dengan cara mengambil dan
mengolah data yang bersumber dari Kitab Figh maupun
buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.
Adapun obyeknya adalah mengenai hukum bay al-wafa

menurut mazhab Hanafi dan hukum Adat.

53 Tzzuddin ibnu ‘Abd as-Salam, Qawa’id al-Ahkam Fi Mashalih al-
Anam, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), hlm: 120
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2. Sifat Penelitian
Adapun Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitik-
Komparatif yaitu menggambarkan secara rinci dalilnya
serta menguraikannya dengan Metode Ushul-nya sebagai
istinbath hukumnya selanjutnya dikomparasikan dengan
pandangan pemikiran kedua pihak.
3. Tehnik pengumpulan data
Tehnik pengumpulan datanya bersifat studi ke-
pustaka-an yaitu mengkaji dan menelaah berbagai buku
yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas.
Adapun penelitian ini menggunakan sumber data sebagi
berikut:
a. Bahan Primer
Sumber ini memuat sgala hal yang berkaitan dengan
tema Penelitian ini. Adapun data-datanya antara lain: al-
Qur’an dan Hadis, Kitab-Kitab berhaluan mazhab Hanafi,
Hasyiyyah Radd al-Mubhtar, serta buku-buku hukum Adat,
Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat.

b. Bahan Sekunder
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Sumber data sekundernya dimbilkan dari Kitab-Kitab
lintas mazhab diantaranya: Mazahib al-Arba’ah, Figh al-
Islam wa Adillatuh, figh as-Sunnah, selain kitab juaga
diambilkan dari buku-buku yang menunjang keterangan
tema pembahasan, diantaranya: Figh Ekonomi Syari’ah,
Figh Ekonomi Islam, Hukum Adat Indonesia, Pengantar
Hukum Adat, Sosiologi Suatu Pengantar, Enklopedi
Hukum Islam, Sejarah Biografi Empat Mazhab, Prof. Mr.
R. Supomo, Prngantar Asas-Asas Hukum Adat Indonesia,
serta buku-buku yang lainnya yang menunjang keterangan
Penelitian ini. Lebih lengkapnya pada daftar Pustaka

Pnelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul Figh
dengan menggunakan teori perbedaan dalam memahami
dalil (Ikhtilaf fi Fahmi an-Nash wa Tafsirih) dalam
mengurai perbedaan alur berpikir mazhab Hanafi dan

hukum Adat tentang bay al-wafa.
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5. Anlisis Data

Penelitian ini  menggunakan Penelitian bersifat
Kualitatif metode analisisnya dengan menggunakan
Deskriptif Non Statistik, yaitu menggamabarkan serta
mengurai suatu maalah tanpa table, grafik dan angka.
Selain itu juga menggunakan analisis data komparatif,
yaitu dengan cara membandingkan data yang ditemukan
untuk diteliti dicari mana yang lebih kuwat datanya untuk

selnjutnya dapat dikompromikan.

Adapun data yang diperoleh adalah menggunakan metode

berpikir sebagai berikut:

a. Metode induktif

Yaitu cara berpikir yang bertolak dari fakta kemudian
ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini
digunakan dasar hukum yang bersumber dari kitab karangang
Abu Zahrah berupa ushul Figh, abdul Wahab Khallaf berupa
lImu Ushul Fighdan lain-lain. dengan Pengantar dan Asas-Asas
Hukum Adar Indonesia.

b. Metode Komparatif
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Yaitu menganalisa dua fenomena yangberbeda dengan
cara membandingkan mazhab Hanafi dan Hukum Adat tersebut

dicari mana yang lebih relevan untuk jaman sekarang.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini tersususn atas Pendahuluan, Gambaran
Umum tema bahasan, penjelasan mazhab Hanafi dan Hukum
Adat, Analisis, Penutup. Adapun rincinnya sebagai berikut:

BAB | pendahuluan yang diawali dari latar belakang
pemilihn judul, pokok msalah, tujuan dan kegunaan Penelitian,
telaah Pustaka , Kerangka Teori, metodologi , sitematiak
pembahasannya.

BAB Il adalah gambaran umum pembahasan tema, dalam
bab ini dijelaskan secara umum bay al-wafa dan jual gadai
mulai dari devinisi, rukun, syarat, hukum, dalil-dalil, sejarah,
proses bay al-wafa, fakto-faktor yang mempengarhi, persepekti
hukum Adat Indonesia agar dapat disajikan secara utuh.

BAB Il berisikan praktek bay al-wafa dan jual gadai

yang isinya menjelasan devinisi tamlik, macam-macam tamlik,
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contoh dan praktek dan penamaan bay al-wafa sebagai bentuk
jual gadai di Masyarakat Sumatra utara dan ditutup dengan
perkembangan bay al-wafa sebagai bentuk jual beli pada
daerah-daerah lainnya di Indonesia.

BAB IV berisikan Analisis Komparatif yang menjadikan
bay al-wafa dan jual gadai ada keterkaitan yaitu keduanya
sama-sama bentuk ‘Urfyang berjalan di Masyarakat agar kedua
istilah tersebut tidak ada benturan dengan menampilkan
argumentasi dalil Ushul Figh. Selanjutnya ditutup dengn
persamaan dan perbedaan keduanya dalam pandangan
hukumnya.

BAB V berisi tetang penutup yang terdiri dari kesimpulan
dan saran sebagai jawaban permasalahan yang ada di rumusan

masalah..



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwasannya dari uraian di depan bisa disimpulkan
Mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum berpatoakan pada dalil
al-Qur’an dan Hadis dasar pokok hukum jual beli bay al-wafa.
Selain itu mazhab Hanafi juga membagi ‘Urf menjadi dua bagian:
‘Urf Shahih dan ‘Urf Qabikh dalam menimbang Adat kebiasaan
yang berlaku di Masyarakat. Bay al-wafa termasuk jual beli yang
diperbolehkan karena jauh dari hal yang merugikan kedua pihak,
karena jauh dari yang dilarang agama (riba) dan saling menerima
satu sama lain (ridla). Salah satu corak sifat dari hukum adat
adalah Komunal (kebersamaan dalam hidup) dalam kehidupan
mereka. Oleh karena itu masyarakat hukum adat tidak merasakan
dirugikan dengan adanya kebersamaan tersebut, karena mereka
tidak bisa hidup mandiri (individu)tanpa membutuhkan bantuan

orang lain.

84
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Secara prinsipil bay al-wafa antara hukum Islam dengan
hukum adat itu sama-sama sebagai bentuk jual beli bersyarat, hak
kemanfaatan barang milik pembeli, kontan, kesamaan obyek,
biaya pemeliharaan dibebankan pembeli, sedangkan sisi
perbedannya ada tiga macam: perbedaan bahasa, adanya batas
akhir tebus, unsur-unsur yang dilibatkan dalam jual beli bay al-
wafa.

Tetapi perbedaan tersebut tidak bersifat prinsipal, hanya
saja ada perbedaan sedikit dalam prakteknya. Yaitu: mazhab
Hanafi istilahnya bay al-wafa kalau hukum Adat istilahnya jual
gadai, kalau mazhab Hanafi adanya batas ahir tebusan kalau
hukum adat tidak ada, mazhab Hanafi unsur bay al-wafa adalah
adanya saling ridla (tidak ada paksaan) dan jauh dari riba kalau
hukum Adat jual gadai harus dilakukan di depan ketua Adat
sebagai bentuk perlindungan hukum, mazhab Hanafi memaknai
kontan itu serah terima barang dan uang baik dari kedua pihak
tidak perlu didepan Ketua Adat tetapi kalo hukum Adat
mengharuskan dilakukan di depan ketua Adat disamping kedua

pihak penjual dan pembeli hadir.
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B. Saran
Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan karena
banyak kekurangan disana-sini, terutama kajian tokoh hukum
Adat. Data yang disampaikan merupakan puncak dari upaya
penggalian data yang maximal ditemukan. Diharapkan kepada

peneliti selanjutnya diharapkan bisa melengkapinya.
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